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ABSTRAK 

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan 

pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar dilihat dari rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal, rasio derajat 

desentralisasi dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yakni data pagu/ laporan realisasi anggaran Kota 

Makassar Periode 2017-202. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa kota 

Makassar sudah efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan daerahnya dan 

sudah mampu menjalankan sendiri otonominya namun. Alokasi belanja operasi dan 

belanja modal yang sudah baik, dalam hal pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun namun, dilihat dari rasio derajat 

desentralisasi, kewenangan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah kota 

Makassar. 

 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kinerja 

Keuangan Daerah. 
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ABSTRACT 

Regional financial performance is the ability of a region to manage its 

regional income in the context of service to the community and regional 

development. The purpose of this research is to find out and analyze the financial 

performance of the regional government of Makassar City in terms of the ratio of 

independence, the ratio of effectiveness, the ratio of efficiency, the ratio of capital 

expenditure, the ratio of the degree of decentralization, and the ratio of growth in 

the Regional Original Income. This study uses secondary data, namely ceiling 

data/reports on the realization of the Makassar City budget for the 2017-2020 

period. The results of testing the data show that the city of Makassar has been 

effective and efficient in managing its regional income and has been able to carry 

out its autonomy. The allocation of operating expenditures and capital expenditures 

has been good, in terms of growth of Regional Original Revenues it has increased 

and decreased every year but, judging from the ratio of the degree of 

decentralization, the authority has not been fully given to the Makassar city 

government. 

 

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Performance Ratio, 

Regional Original Revenue,. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Indonesia ialah negara yang terdiri dari banyak pulau serta negara dengan 

kepadatan penduduk paling banyak keempat di dunia. Indonesia sangat 

membutuhkan pembangunan dikarenakan banyaknya penduduk dari Sabang 

sampai Merauke maka, di setiap daerah pembangunan harus sama rata agar tidak 

terjadi kesenjangan dan persaingan antar daerah. Pembangunan suatu daerah tidak 

hanya berupa sarana dan prasarana tetapi termasuk rumah tangga pemerintahan dan 

roda ekonomi di dalam daerah tersebut. Pembangunan dan pemerataan pada setiap 

daerah dilaksanakan atas wewenang yang cukup yang diberikan oleh pemerintah 

pusat. 

Indonesia menyelenggarakan urusan pemerintah menganut 3 asas yaitu 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembatuan. UU No. 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 8, menetapkan bahwa “Desentralisasi adalah 

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi”.  asas desentralisasi membagi pemerintahan menjadi 2 

tingkat yaitu pemerintahan daerah besar dan pemerintahan daerah kecil yang daerah 

otonomnya meliputi tingkat 1 yaitu provinsi dan tingkat 2 yaitu kabupaten atau kota 

yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus dan menjalankan rumah tangga 

daerahnya masing-masing.  
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UU No. 23 tahun 2014, pasal 1 ayat 9, menjelaskan bahwa “dekonsentrasi 

adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu dan/ atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai 

tanggung jawab urusan pemerintahan umum”.  

Tugas pembatuan merupakan gambaran sistem dan prosedur dalam 

pemberian wewenang pemerintahan kepada daerah dari pemerintah provinsi untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan dalam ada kewajiban dalam melaporkan 

pelaksanaannya dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas  

Setiap daerah memiliki pembagian daerah administrasi yang menuntut 

untuk adanya sistem keuangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan  

kelancaran dalam menjalankan pemerintahan. pemerintah harus mengumpulkan 

dana dari berbagai sumber dan menyediakan barang publik dalam membangun 

sarana dan prasarana yang dapat membantu kegiatan pembangunan daerah. 

Pembagian tugas dalam mempersiapkan barang publik antara pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat akan menimbulkan konsekuensi dalam perimbangan 

keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kebanyakan negara 

berkembang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi yang artinya pemerintah 

pusat  banyak memiliki dana dalam menyediakan barang publik (Suparmoko, 

2002).  

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat 3, menjelaskan mengenai “Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem yang 
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pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien 

dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan dasar serta besaran pendanaan 

penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”. Pasal 1 ayat 19, 

menetapkan bahwa “Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi”. 

Pemerintah daerah memerlukan dana untuk menjalankan pemerintahannya. 

Dana tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah dan lain-lain PAD yang sah (Hamsiah, 2019). Penerimaan yang berasal dari 

pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah meliputi ganjaran 

(sejumlah uang  yang diberikan pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan 

pemerintahan), subsidi (sejumlah uang yang diberikan kepada pemerintah daerah 

untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melebihi kekuatan daerah itu 

sendiri dan pembiayaan dalam hal perbaikan yang tidak dapat ditanggung oleh 

daerah itu sendiri dan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan rumah 

tangga daerah itu) dan sumbangan  (dana ditujukan kepada pemerintah daerah yang 

mengalami kesulitan dalam hal keuangan sehingga daerah tersebut dapat 

menghadapi permasalahan dalam anggaran dan pendapatan). Pemerintah daerah 

juga menerima keuangan yang bersumber dari pinjaman yaitu pinjaman dari bank, 

pinjaman berupa obligasi dan luar negeri (dengan persetujuan pemerintah pusat), 

pinjaman dari pemerintah pusat dan pinjaman lain-lain.  

UU No. 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2, menetapkan bahwa “Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
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yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 

otonom”. Pemerintah daerah yang mengatur roda perekonomian daerah 

pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat agar di dalam sistem 

pemerintahan yang diatur dapat terbentuk pemerintahan yang baik dan bersih. Di 

zaman sekarang ini pemerintah daerah memiliki otoritasnya dalam mengatur daerah 

dan rumah tangga keuangan masing-masing. Keuangan daerah merupakan hak dan 

kewajiban setiap daerah. Hak dari setiap daerah untuk  mencari pendapatan dari 

pemungutan pajak daerah, retribusi maupun sumber penerimaan lainnya 

berdasarkan per undang undangan yang berlaku sedangkan kewajiban daerah yaitu 

menggunakan uang yang telah dikumpulkan dalam rangka melakukan dan 

melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan di daerah.  

Makassar merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi yang dapat disamakan dengan 

kota besar seperti DKI Jakarta, medan dan kota Surabaya. Dengan tingkat ekonomi 

yang tinggi, Makassar dapat membangun usaha-usaha  dan Potensi yang dimiliki 

oleh kota Makassar juga sangat banyak baik dari sektor jasa maupun sektor barang 

dagang yang dapat meningkatkan perekonomian kota Makassar maupun 

perekonomian Indonesia. 

Menurut Saragih & Siregar (2020) Daerah yang dapat memanfaatkan 

potensi yang dimilikinya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan 

akan menjadi pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sesuatu 

yang dapat mempengaruhi APBD, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) 

maka semakin kecil suatu daerah bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. 

Tingginya pembangunan daerah dapat menjadi gambaran bahwa dampak yang akan 
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diterima oleh masyarakat di daerah tersebut akan baik dan berdampak juga dengan 

kinerja daerah tersebut. Cara yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan daerah yaitu Rasio kinerja keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, 

rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat desentralisasi 

dan rasio pertumbuhan PAD. Suatu daerah dikatakan berhasil dalam menjalankan 

kebijakan daerah otonomnya dapat dilihat melalui kinerja keuangan daerah 

tersebut. Dengan demikian penulis ingin menulis dengan judul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Periode 2017-2021”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja 

keuangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan rasio kemandirian, rasio 

efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat desentralisasi dan 

rasio pertumbuhan PAD 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis 

kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar berdasarkan rasio 

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, rasio derajat 

desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD. 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah informasi, pengetahuan, 

referensi serta saran dan masukan tentang bagaimana kinerja keuangan kota 

Makassar dan pengaruh kinerja keuangan Kota Makassar sehingga dapat 

memajukan kota Makassar menjadi lebih baik. 
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Manfaat untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menjadi dasar penelitian 

selanjutnya supaya mereka yang ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan 

di daerah mereka masing-masing selama 5 tahun ke belakangan dan dapat 

memprediksi kinerja keuangan daerah mereka ke depan. 

1.5  Batasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yaitu periode penelitian terbatas pada tahun anggaran 

2017-2021 dan rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, 

rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, Rasio pertumbuhan PAD dan rasio derajat 

desentralisasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Hasil dari analisis data dan pembahasan menggambarkan kinerja keuangan 

pemerintah kota Makassar jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio 

efisiensi, rasio keserasian belanja modal, rasio keserasian belanja operasi, rasio 

derajat desentralisasi dan rasio pertumbuhan PAD. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari BPKAD pemerintah kota 

Makassar. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis dan pembahasan yaitu: 

1. Tingkat kemandirian di kota Makassar masuk dalam kategori sedang dengan 

pola hubungan partisipatif yang artinya kota Makassar sudah mampu dalam 

menjalankan otonomi daerahnya sendiri 

2. Tingkat rasio efektivitas di kota Makassar sudah cukup baik melakukan 

Realisasi PAD yang telah dianggarkan 

3. Tingkat rasio efisiensi di kota Makassar sudah efisien karena dalam melakukan 

suatu kegiatan pemerintahan dengan biaya sekecil mungkin dengan ouput  

yang baik dan memuaskan 

4. Tingkat belanja rasio keserasian di kota Makassar terbagi menjadi dua yaitu 

rasio keserasian belanja modal dan rasio keserasian belanja operasi. Kota 

Makassar sudah baik dalam mengalokasikan pendanaannya baik untuk  belanja 

operasional maupun belanja modal. 

5. Tingkat rasio derajat desentralisasi masuk dalam kategori rendah, dengan kata 

lain pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang kepada kota 
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Makassar dalam hal pembangunan dan pelayanan publik dan pemerintah kota 

Makassar juga belum mampu dalam meningkatkan jumlah pendapatan PAD 

6. Tingkat rasio pertumbuhan PAD di pemerintah kota Makassar mengalami 

kenaikan dan penurunan PAD tiap tahunnya.   

Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis untuk pemerintah daerah kota 

Makassar yaitu:  

1. Mengoptimalkan Potensi daerah yang ada sebagai penunjang PAD terutama 

dalam bidang pariwisata dan kelautan perikanan 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak agar dapat 

meningkatkan pemasukan PAD 

3. Meningkatkan fasilitas yang dapat memajukan sektor-sektor yang memiliki 

pengaruh dalam menunjang pendapatan seperti sektor perdagangan, industri 

barang dan jasa serta transportasi. 

4. Melampirkan CALK pada situs resmi Kota Makassar atau Badan yang 

mengelola. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki Keterbatasan yaitu hanya 

terbatas pada periode 2017-2021 (5 tahun). Dalam menganalisis kinerja keuangan 

daerah, penulis menganalisis tentang APBD tetapi keterbatasan dalam PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) pemerintah kota Makassar. 

Penulis memberikan saran yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya 

yaitu menambah jumlah tahun anggaran yaitu menjadi 10 tahun, menambahkan 
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rasio-rasio kinerja keuangan daerah dan menganalisis APBD lebih dalam sehingga 

dapat memperoleh hasil yang lebih baik.  
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